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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Konteks Masalah 

Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, dimana dalam pasal 3 disebutkan 

bahwa tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, 

nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan 

lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf 

nasional. Lahirnya Peraturan daerah ini membawa arah bagi Pemerintah Kota 

Bandung dalam melakukan penataan ruang di Kota Bandung yang adil, 

transparan, dan akuntabel. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung sebagai perangkat daerah 

yang membidangi perencanaan pembangunan infrastruktur dan wilayah 

memiliki tugas fasilitasi dan pengembangan infrastruktur dan wilayah daerah 

yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. 

Kota Bandung yang berkembang semakin pesat berdampak pada 

munculnya berbagai permasalahan kota yang memerlukan solusi pemecahan 

yang mampu mengakomodir kepentingan semua pihak, baik dari sisi 

pemerintah, swasta dan masyarakat. BAPPELITBANG Kota Bandung 

sebagai institusi pengampu unsur penunjang urusan pemerintahan 



2 
 

 
 

perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan pada 

Pemerintah Kota Bandung, diamanatkan untuk dapat menyelesaikan berbagai 

permasalahan kota melalui rekomendasi hasil dari berbagai jenis kegiatan 

kelitbangan yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

17 Tahun 2016, yang mana keluaran hasil dalam bentuk rekomendasi sebagai 

dasar pengambilan kebijakan strategis di pemerintah daerah. 

Urbanisasi menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen suatu kota. Kota 

harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dengan 

sumber daya yang terbatas. Tantangan utama saat ini yaitu menyediakan 

layanan termasuk perumahan, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar populasi yang terus tumbuh. Populasi 

tersebut termasuk sejumlah besar orang yang lahir di atau bermigrasi ke 

permukiman kumuh yang dikelola dengan buruk. Pelayanan publik yang 

tidak memadai berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan dan 

kurangnya jaminan kepemilikan merupakan inti dari kemiskinan dan 

kerentanan suatu kota.  

Keanekaragaman kondisi masing-masing daerah dapat ditumbuhkan 

melalui prakarsa daerah dalam memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan 

kondisi masing-masing daerah tersebut. Setiap lembaga baik secara resmi 

maupun tidak resmi harus bertanggungjawab dan memiliki peran yang sama 

dalam merumuskan perencanaan maupun dalam mengeksekusi pelaksanaan 

hingga pemantauan dan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan 

meskipun pihak pemerintah daerah memiliki ruang yang rasanya lebih luas 
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dalam merumuskan melaksanakan dan melakukan evaluasi pembangunan 

sesuai dengan entitas sebagai pelaku fungsi-fungsi birokrasi penyelenggaraan 

pemerintah. 

Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika 

suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang 

diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 

mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas 

kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang di 

butuh kan, salah satu cara dalam merencanakan suatu kota, kawasan, wilayah 

ataupun aspek yang lebih luas lagi yang mencakup pemanfaatan baik pola 

ruang dan struktur ruangnya yaitu dengan menetapkan suatu kebijakan. 

Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang permanen sehingga dibutuhkan 

penyesuaian, karena kebijakan publik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

lain yaitu seperti faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi informasi yang 

dinamis. Oleh karena itu hasil evaluasi kebijakan dapat dijadikan 

pertimbangan untuk pembuat kebijakan agar dapat melakukan penyesuaian 

demi penyempurnaan kebijakan tersebut. pertimbangan Kemampuan dan 

pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan juga harus diimbangi 

dengan pemahaman terhadap kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing 

pelaku kebijakan.  Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa kebijakan publik 

dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, sehingga 
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tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan 

sesuai dengan kewenangannya. 

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti melihat bahwa pertumbuhan 

penduduk di kota Bandung semakin meningkat, Kota Bandung yang pada 

awalnya direncanakan hanya untuk menampung sekitar 3.000.000 jiwa, pada 

tahun 2020 telah dihuni oleh 2.510.103 jiwa (BPS Kota Bandung, 2022). 

Kondisi tersebut menimbulkan banyak persoalan, khususnya tata ruang dan 

infrastruktur seperti alih fungsi lahan (pola ruang dan zonasi), minimnya 

ruang terbuka hijau (RTH), kemacetan (transportasi), pengelolaan sampah 

(lingkungan), dan banjir. Hal ini tentu mengindikasikan adanya manajemen 

pembangunan kota yang belum baik. 

Persoalan transportasi kota bandung khususnya pada kemacetan 

memberikan dampak negatif bagi perekonomian, sosial dan lingkungan. 

Upaya penyelesaian permasalahan yang komprehensif dan struktur pada 

Perda No. 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 hal 

ini terlihat dari upaya penyediaan luas jalan kota yang masih kurang, fly 

over/underpass belum terbangun semuanya, di tambah lagi hadirmy angkutan 

berbasis online seperti ojeg online membuat masyarakat belum bisa beralih ke 

rencana angkutan massal, dari itu menunjukan belum terimplementasi dengan 

baiknya aturan tersebut dalam mengatasi kemacetan di kota bandung. 

Umumnya pengelolaan sampah hanya dilihat sebagai persoalan teknis 

operasional dan teknologi, padahal pengelolaan sampah kota bandung adalah 

persoalan manajemen. Fenomena umum yang sering terlihat di kota bandung 
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yang menunjukkan bahwa permasalahan sampah di kota bandung masih berat 

yaitu kondisi TPS yang sering tidak mampu menampung sampah yang 

dihasilkan serta tidak terawat, TPA yang sangat polutif dan penuh dengan 

cepat, kemudian kerentanan terhadap krisis sampah masih terlihat, terutama 

bila menjadi masalah yang membuat sampah tidak terangkut ke TPA. 

Dinamika pembangunan Kota Bandung yang lebih berorientasi ke masa 

depan. Perkembangan lahan terbangun di Kota Bandung berdasarkan hasil 

proyeksi, tahun 2031 menghasilkan ketidakselarasan dengan Pola Ruang 

RTRW Kota Bandung periode tahun 2011-2031 sebesar 2.241 ha atau 

14.62%. Berdasarkan arahan pemanfaatan ruang wilayah di Kota Bandung, 

untuk mengendalikan ketidakselarasan ini pemerintah perlu menerapkan 

intervensi kuat di kawasan lindung (Nugraha, 2020).  

Masih banyaknya pelanggaran yang sering terjadi pada pelaksanaan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bandung, hal ini berkaitan 

dengan proses perizinan yang tidak sejalan antara peraturan RTRW Kota 

Bandung dengan peraturan zonasi dan Keterangan Rencana Kota (KRK). 

Salah satu contoh pembangunan yang tidak sesuai adalah pembangunan hotel 

di Kawasan Dago, yang mana izin yang diperoleh adalah pembangunan enam 

lantai saja, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru menjadi Sembilan lantai. 

Persoalan kekeliruan ini akan berdampak pembangunan kota Bandung yang 

tidak sesuai dengan RTRW kota Bandung yang telah ditetapkan sebelumnya, 

yaitu RTRW kota bandung tahun 2011-2031. 
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Konsep sebuah kota yang memiliki koneksi yang terintegrasi dalam 

berbagai bidang merupakan konsep dari Bandung smart city, yang bermanfaat 

praktis dan efisien dalam manajemen pembangunan kota. Kemudian 

pengembangan compact city dilakukan dengan menekankan kota dan lanskap 

menambahkan pembangunan pada struktur pola yang sudah ada, 

mengkombinasikan fungsi-fungsi dalam tingkatan bagian wilayah kota, 

menyebarkan fasilitas dalam rangka membatasi lalu lintas dan meningkatkan 

aksesbilitas bagi masyarakat. kota Bandung di masa depan diarahkan menjadi 

green city, di mana elemen taman atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersedia 

secara profesional. 

Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan 

tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus 

dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, 

hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci 

yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk 

memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang 

dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi 

kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah 

bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan 

oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota. 

Pemerintah kota (Pemkot) melalui Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung dalam 

memaksimalkan pemanfaatan ruang di kota Bandung harus berupaya 
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merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031 ini. Adapun 

faktor yang membuat pemerintah harus segera merevisi Perda RTRW ini 

yaitu adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi sehingga harus segara dilakukan penyesuaian. Selain itu, faktor 

dinamika pertumbuhan pembangunan di kota Bandung juga menjadi acuan 

untuk pemerintah merevisi Perda No 18 tahun 2011 tentang RTRW Kota 

Bandung.   

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat masalah 

ini dalam suatu penelitian yang berjudul “EVALUASI KEBIJAKAN DI 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN (BAPPELITBANG) KOTA BANDUNG (Studi: Perda 

Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031). 

 

1.2 Fokus Masalah  

Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap proses evaluasi kebijakan 

sistematis yang dilakukan di BAPPELITBANG Kota Bandung terutama 

terkait pembahasan Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 

tahun 2011-2031. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
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Bagaimana Proses Evaluasi Kebijakan Sistematis di BAPPELITBANG 

Kota Bandung (studi: Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota 

Bandung tahun 2011-2031)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :  

Mengetahui Proses Evaluasi Sistematis Kebijakan di BAPPELITBANG 

Kota Bandung (studi: Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota 

Bandung tahun 2011-2031) 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Secara akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi ilmiah sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu baik bagi 

kalangan akademisi maupun masyarakat umum. 

2) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi pihak terkait dalam proses evaluasi serta perumusan 

kebijakan baru Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 

tahun 2011-2031. 

  


